FEMEXINIAN PRUVINSL NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 Jaian Basuki Ranmat No. § Kota Kupang — Telp / Fax. (0380) 833213, 821827

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP 421 5/26/PTSPIXI/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI PANTOLA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
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Reraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nemeor 112, Tambahan Lembaran
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
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Paﬁ:ﬂmﬂm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditas: Sekolah;
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Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah,

Surat Kepulusan Menetri Pendidikan Nasional No. 60/L/2002 tentang Pendirian
Sekolah;

Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januar 2007 tentang Prionitas
Pendirian 1zin Sekolah Menengah;

Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Noemor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik iIndonesia di Jakarta,
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Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (¢ i [aporan);

Sekretans Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di (sebagai laporan),

Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia di

Direkiur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakaria;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe,

Kepala Dinas Pendidiken dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;

Korwas Dikmen Kabupaten Timor Tengah Seiatan di Soe.




